BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang ':'

Mengingat :

RN

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa  dalam  rangka peningkatan  kelancaran
penyelenggaraan  Pemerintahan, Pembangunan dan
Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan
berhasliguna sebagal pelaksanaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman
Organisasl Kecamatan:

bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daorah Kabupaten Gunung
Mas;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Plisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propins| Kallmantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lemburan Nogara Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lombaran Nogara Ropublik
Indonesla Tahun 2004 Nomor 125);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Nogara Republilc
Indonesla Tahun 2004 Nomor 126);



o)

10.

11.

12,

13.

Peraturan Pemorintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Kewsnangan Pemerintuh dan Kewenangan Propinsi
sobagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952); -

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasl dan Porangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pogawal Nogorl Sipll dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197);

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 tentang

Persyaratan Pembentukan dan Kriterla Pemekaran,
Penghapusan dan Penggabungan;

Peraturan Pamerintoh Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pongaturan Mengenal Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisas! Perangkat Daorah; -

Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun 2003 tentang
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pembaerhentian Pegawal Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Nogorl Republik Indonesia

Nomor 168 Tahun 2004 temang Pedoman Organluusl
Kecamatan;

Peraturan  Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Sarl D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSIKKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
*  TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS! DAN
TATA KERJA KECAMATAN. ~



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Poraturan Daerah inl yang dimaksud dongan :

a.
b.

> o

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah:;

Bupatl adalah Bupati Gunung Mas;

Dewan Perwakilan Rakyat Daorah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah:;

Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daorah Kabupaten Gunung Mas;

Perangkat Daerah adalah Organisasi / lombaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Kopala Daorah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan
Lembaga Toknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesual
dengan kebutuhan Daerah; |

. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagal Perangkat Daerah Kabupaten;

Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sokretaris Daerah Kabupaten dari
Pegawal l}:ogorl Slpil yang inemonuhi syarat;

Camat menerima pelimpahan sebaglan Kewenangan Pemerintahan dari
Bupati;

Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah:
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Kelurahan ‘adalah Wilayah kerja Lurah sebagal Perangkat Daerah Kabupaten
dibawah Kecamatan;

BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI| DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kebupaten 'yang mempunyai

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat:

(2) Camat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berkedudukan sebagai

koordinator penyelenggaraaan Pemerintahan dl wilayah kerjanya, berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1) Camat .mempunyal tugas dan fungsl molnksanakan Kewenangan
Pemerintahan yang dillmpahkan oleh Bupati sesual karateristik wilayah,

kebutuhan Dasrah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan; '

(2) Pellmpahan Kewenangan Pemerintah sebagalmana dimaksud pada Ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupat; '

(3) Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Ayét (1) dan Ayat (2)
dapat dilimpahkan kepada Lurah; '

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekrotaris, dan 5 (lima) Seksi, serta
kelompok jabatan fungsional.

Pasal &
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan:
¢. Seksl Pemerintahan dan Agraria:

Seksl Trantib dan dan Pelayanan Umum;
Seksi Ekonoml dan Pembangunan:
Seksl Pendldlkan dan Keschatan;

Seksi Kaesra;

Kelompok Jabatan Fungsional:

Ta ~p9 o

Pasal 6

(1) Sekretarlat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sckretarls yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

(2) Sekretarls Kecamatan mempunyali tugas membantu Camat dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan
pelayanan administrasi kepada ssluruh perangkat/aparatur Kecamatan;



Pasal 7

1) Seksl Pemerintahan dan raria mempunyal tugas membantu Camat dalam
M menylapkan bahan percgluaan kebljakan, pelaksanaan, evaluasl dan
pelaporan urusan Pemerintahan;

(2) Seksl Trantib dan Pelayanan Umum mempunyal tugas membantu Camat
dalam menylapkan bahan perumusan kebljakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan Trantib dan Pelayanan Umum;

(3) Seksl Ekonomli dan Pembangunan mempunyal tugas membantu Camat

dalam menylapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan Ekonoml dan Pembangunan;

(4) Seksl Pendidikan mempunyal tugas membantu Camat dalam menylapkan

bahan perumusan kebljakan, pengawasan, evaluas! dan: pelaporan urusan
Pendidikan;

(5) Seksi Kesehatan dan Kesra mempunyal tugas membantu Camat dalam

menylapkan bahan perumusan kebljakan, evaluasl dan pelaporan urusan
Kesehatan dan Kesra;

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional dlatur sesual dengan Ketentuan Peraturan
Pemndang-pndangan.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB Il
TATA KERJA
Pasal 10

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasl wajlb mengawasl! bawahan masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambll langkah-langkah yang diperiukan
sesual dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. .



. Pasal 12
in
Setlap Pimpinan Satuan Organlsas) Kecamatan bertanggung Jawab memimpin,
mongli(oordl:aslkan bawahannya masing-masing dan memborlkan bimbingan serta
petunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahan.
" Pasal 13
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib monglkuti dan mematuhl petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasan .masing-masing serta menyampalkan laporan
berkala maupun sewaktu-wakiy sesual kebutuhan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA
Pasal 14

(1) Hubungan kerJa Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat
koordinasl teknis fungsional dan teknls operasional;

(2) Hubungan' kerja Kecamatan dengan Instans! vertikal diwllayah kerjanya,
bersifat koordinasi teknis fungslonal;. -

(2) Hubungan korja Kocamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi
dan fasilitas:

(4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hirarki;

BABYV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi Camat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (3) sesual
dengan ketentuan Peraturan Petundang-undnnaan o

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

(1) Uralan ti:gas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Inl akan dlatur lebih lanjut
dengan Perptumn Bupatl;



BAB ViI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah inl mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.,

Agar setlap orang dapat mengetahulnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Pebruarl 2005
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Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGMAS,
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\ \Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
NIP;080 070191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 48 SERI D



LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 7 PEBRUARI 2006

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN |

Keterangan : |

Garis Hubungan Operasional
Garis Hubungan Koordinas| dan Fasllitas] sesessssasans

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Pebruari 2005

~SEKRETARIS DAERAH

“Pémbina Utama Muda
NIP. 080 070191

/.« KABUPATEN GUNUNGMAS,

(Ir, EFRENSIA L. P. UMBING
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. TRANTIB DAN EKONOMI DAN KESEHATAN DAN
FEMERNTAHAN PELAYANAN UMUM PEMBANGUNAN PENDONAN KESRA
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DESA KELURAHAN

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Pebruari 2005
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